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PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

SEKRETARIATDAERAH

Jalan Kyai Singkil No. 7 Demak Kode Pos 59511
Telepon (0291) 685877 Faksimile : (0291) 685625
Laman : https: /setda.demakkab.go.id post-el : setda@demakkab.go.id

Kepada
Lewat
Dari
Tanggal
Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

NOTADINAS

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
\A-eS- 2024
180/¢ Ay
Segera
1 bendel
Pengundangan Peraturan Bupati.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, Peraturan Bupati,
Peraturan Bersama dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan
diundangkan dalam Berita Daerah, kecuali ditentukan lain di
dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Bersama ini kami sediakan dengan hormat, pengundangan
Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya
Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Tahun 2024.

Demikian untuk menjadikan periksa dan selanjutnya mohon
tandatangan.

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

@‘W ;g Maret %L‘(

o

\2> KENDARSIF IRIANI, SH.MH (

/ Pembina Utama Muda
ot NIP.19700708 199503 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,

TS
fE W PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
\:,’E‘{f_'éi‘ ¥ Jalan Kyai Jebat Nomor 881A Demak Kode Pos 59511
NG| 5 Telepon (029) 685660 Faksimile (0291) 685660

(Ya‘?’ e-mail: bpkpad@demakkab.go.id website : http://www.bpkpad.demakkab.go.id

KEPADA
LEWAT

DARI

PERIHAL :

NOTA DINAS
: IBU BUPATI DEMAK
: 1. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK 1
2. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKDA
3. Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
Plt. KEPALA BPKPAD KABUPATEN DEMAK

MOHON ASMAN TERHADAP KONSEP PERATURAN BUPATI
TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI
KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024

TANGGAL: 18 APRIL 2024

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya
dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima
Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

Konsep tersebut telah mendapatkan kajian hukum dari Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Demak, sebagaimana konsep keputusan
terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa, apabila Ibu Bupati berkenan
selanjutnya mohon tanda tangan.

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
‘ e; AN, PENDAPATAN DAN ASET
/8B ERAHKKABUPATEN DEMAK
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KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 — Jawa Tengah
Telepon: (024) 3543063 — Faksimile: (024) 3546795
Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

PENGAYOMAN

Nomor . W.13-PP.04.02-150 22 Maret 2024
Sifat :  Sangat Segera

Lampiran : 1 (satu)berkas

Hal :  Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,

dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan
Bupati Demak

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 180.18/369/2024 tanggal 19 Maret 2024 perihal
Permohonan Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Raperbup, bersama ini
disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Bupati Demak tentang Teknis Pemberian Tunjangan
Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97D
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut Rancangan Peraturan Bupati yang Saudara sampaikan
dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah,

‘@#KUMHAMN\STI

Tejo Harwanto
NIP 196603291990031001

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Plh. Sekretaris Jenderal;

3. Inspektur Jenderal; dan

4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.



LAMPIRAN

Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah
NOMOR : W.13-PP.04.02-150
TANGGAL : 22 Maret 2024

HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI

RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG TEKNIS PEMBERIAN

TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

. Judul

ditambahkan Lambang Negara dan frasa “BUPATI DEMAK PROVINSI JAWA
TENGAH” sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
disesuaikan dengan angka 4a Lampiran Il Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menentukan Untuk judul
Rancangan Peraturan Perundang-undangan, sebelum judul ditambahkan kata
RANCANGAN yang ditulis dengan huruf kapital dan untuk nomor dan tahun hanya
ditulis tanda baca berupa 3 (tiga) titik (elipsis).
Sehingga menjadi:
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR ... TAHUN ...

. Dasar hukum mengingat

Diitambahkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

angka 2 dilengkapi dengan Berita Negara sehingga menjadi:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42);

angka 2 frasa “diubah beberapa kali” diperbaiki menjadi “beberapa kali diubah”.
ditambahkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan,
Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024.

angka 3 sampai dengan angka 6 dihapus.

. Batang Tubuh

a.

Pasal 1
- Angka 3 - Karena merupakan singkatan — kata “disebut” disarankan diubah menjadi
“disingkat”.

Saran perubahan:

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai
pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

- Angka 4 — rumusannya agar disempurnakan menjadi:

[ o P L ]

avat (3) frasa “bulan Maret 2024” dilenakabi meniadi “Riilan Marat Tahiin 2024”



- ayat (4) dan ayat (5) frasa “bulan Juni 2024” dilengkapi menjadi “Bulan Juni Tahun
2024",
- ayat (6) frasa “bulan Mei 2024” dilengkapi menjadi “Bulan Mei Tahun 2024”.

Ke&ala Kantor Wilayah,
H#KUMHAMPASTI

Tejo Harwanto
NIP 196603291990031001
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PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA
BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

Mengingat

BUPATI DEMAK,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14
Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya
dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara,
Pensiunan, Penerima  Pensiun, dan Penerima
Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari
Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun 2024;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);



Menetapkan :

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024
tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji
Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan,
Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan
Tahun 2024;

S. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran
Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak
Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak
Nomor 2);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7
Tahun 2021 tentang Pedoman  Pengelolan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Demak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN
TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan wurusan pemerintahan
yang menjadikewenangan daerah otonom.



(1)

(2)

. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi
syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur
Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.

. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang

selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah
Anggota DPRD Kabupaten Demak.

Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya
disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil
yang belum diangkat sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan untuk menduduki jabatan
pemerintah.

. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang

selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang
diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk
jangka waktu tertentu dalam rangka
melaksanakan tugas pemerintahan.

. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI
KETIGA BELAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Pejabat Negara, PNS dan CPNS, Anggota DPRD,

Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah, Pegawai

Non Pegawai Aparatur Sipil Negara pada perangkat

daerah yang menerapkan pola pengelolaan

keuangan Badan Layanan Umum Daerah serta

PPPK diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji

Ketiga Belas.

PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

PNS dalam jabatan:

a. pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara
jabatan pimpinan tinggi;

b. administrator atau dalam jabatan yang setara
jabatan administrator;

c. pengawas atau dalam jabatan yang setara
jabatan pengawas;

d. fungsional utama;

e. fungsional ahli madya;



(3)

(1)

(2)

(3)

fungsional ahli muda;
fungsional ahli pertama;
. fungsional penyelia;
fungsional mahir;
fungsional terampil;
. fungsional pemula;

pelaksana; dan
m. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada PNS:
a. sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah
baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang
gajinya dibayar oleh instansi tempat
penugasan.

kel il R
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Bagian Kedua
Pemberian Tunjangan Hari Raya

Pasal 3

Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu sebesar
penghasilan 1 (satu) bulan.

Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada
2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum
dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya
diterima karena berubahnya penghasilan, kepada
yang bersangkutan tetap diberikan @ selisih
kekurangan Tunjangan Hari Raya.

Penghasilan sebagaimana pada ayat (1) diberikan
bagi pejabat negara, PNS dan PPPK, meliputi:

gaji pokok;

tunjangan keluarga;

tunjangan pangan;

tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
tambahan penghasilan paling banyak sebesar
yang diterima dalam 1 (satu) bulan dengan
memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal
Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

reagER



(4) Penghasilan Hari Raya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan bagi CPNS meliputi:

80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;

. tunjangan keluarga;

tunjangan pangan;

. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan

tambahan penghasilan paling banyak sebesar

yvang diterima dalam 1 (satu) bulan dengan
memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal

Daerah dan sesuai dengan  ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
tidak menerima tambahan penghasilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e,
dapat diberikan paling banyak sebesar yang
diterima dalam 1 (satu) bulan tunjangan profesi
guru atau paling banyak sebesar yang diterima
dalam 1 (satu) bulan tambahan penghasilan guru
Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu)
bulan.

(6) Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan dan Anggota
DPRD, paling banyak sebesar akumulasi dari
Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan
Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur hak keuangan dan
administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

(7) Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan Badan
Layanan Umum Daerah dan Pegawai Non Pegawai
Aparatur Sipil negara pada perangkat daerah yang
menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan
Layanan Umum Daerah paling banyak sebesar
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang
diberikan kepada PNS pada Badan Layanan
Umum/Badan Layanan Umum Daerah tersebut
yang pangkat, peringkat jabatan atau kelas
jabatannya setara.

000 gy

Bagian Ketiga
Pemberian Gaji Ketiga Belas

Pasal 4

Penerima, komponen dan besaran Tunjangan Hari
Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku
secara mutatis mutandis dengan pemberian gaji
ketiga belas.



(1)

(2)

(4)

(5)

(6)

BAB III
PEMBAYARAN

Pasal 5

Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat
10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari raya.
Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan
maka Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan
setelah tanggal Hari Raya.

Besaran Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan
pada besaran komponen penghasilan yang
dibayarkan pada bulan Maret 2024.

Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni
2024.

Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) belum dapat dibayarkan
maka Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah
bulan Juni 2024.

Besaran Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan
pada besaran komponen penghasilan yang
dibayarkan pada bulan Mei 2024.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji
ketigabelas dapat bersumber dari:

a.
b.

anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak
mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Demak.
NO JABATAN PARAF Ditetapkan di Demak
1. | SEKDA pada tanggal
2. | ASISTEN I
3. | Plt. KABAG HUKUM BUPATI DEMAK,
4. | KA DINPERPUSAR

EISTI’ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024 NOMOR



f /(djl Vivi

SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DEMAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada
Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima
Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji
Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun 2024;

Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah  Daerah  Kabupaten  Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa Kkali, {%re{(hir dengan Undang-
Undang Nomor&l’f Tahun}O—?ﬁ*‘tentang-G-i-p-Ea—-K'E'r}a‘
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nemer—245;, Tambahan Lembaran Negara—Republik.

i or ; . ’
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Menetapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun,
dan Penerima Tunjangan Tahun 2024;

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten
Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak
Nomor 2Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun
2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Demak Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun
2021 tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Demak Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN
TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati @ng dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabup

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Demak.



Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara
tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD
Kabupaten Demak.

Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat
CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang belum
diangkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
untuk menduduki jabatan pemerintah.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang
selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara Indonesia
yang memenuhi syarat tertentu, yang  diangkat
berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu
dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

BAB 11
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
DAN GAJI KETIGA BELAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) Pejabat Negara, PNS dan CPNS, Anggota DPRD, Pimpinan

(2)

Badan Layanan Umum Daerah, Pegawai Non Pegawai
Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah yang
menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan
Umum Daerah serta PPPK diberikan Tunjangan Hari Raya
dan Gaji Ketiga Belas.
PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS
dalam jabatan:
a. pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan
pimpinan tinggi;
b. administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan
administrator;
c. pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan

pengawas;ld. fungsional utama;



e. fungsional ahli madya;
f. fungsional ahli muda;
g. fungsional ahli pertama;
h. fungsional penyelia;
i. fungsional mahir;
j. fungsional terampil;
k. fungsional pemula;
l. pelaksana; dan
m. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada PNS:
a. sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di
dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar

oleh instansi tempat penugasan.

Bagian Kedua
Pemberian Tunjangan Hari Raya

Pasal 3

(1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (1) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan.

(2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan
sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang
seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan,
kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih
kekurangan Tunjangan Hari Raya.

(3) Penghasilan sebagaimana pada ayat (1) diberikan bagi
pejabat negara, PNS dan PPPK, meliputi :
a. gaji pokok;
tunjangan keluarga;
tunjangan pangan;
tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang
diterima dalam 1 (satu) bulan dengan memperhatikan
kemampuan kapasitas fiskal?aerah dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perunddng-undangan.
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(4) FunjanganHartRaya sebagaimana dimaksud ayat

(5)

(6)

(7)

(1) diberikan bagi CPNS meliputi :
80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok;r{»ﬁ" /
tunjangan keluarga;
tunjangan pangan;
unjangan jabatan atau tunjangan umum; dan

mbahan penghasilan paling banyak sebesar yang
diterima dalam 1 (satu) bulan dengan memperhatikan
kemampuan kapasitas fiskal E)aerah dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak menerima
tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf e, dapat diberikan paling banyak sebesar yang
diterima dalam 1 (satu) bulan tunjangan profesi guru atau
paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan
tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara yang
diterima dalam 1 (satu) bulan.
Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD,
paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi,
Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan
Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan
administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan Badan Layanan Umum
Daerah dan Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil negara
pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan
keuangan Badan Layanan Umum Daerah paling banyak
sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang
diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum/Badan
Layanan Umum Daerah tersebut yang pangkat, peringkat
jabatan atau kelas jabatannya setara.

NN

Bagian Ketiga
Pemberian Gaji Ketiga Belas

Pasal 4
Penerima, komponen dan besaran Tunjangan Hari Raya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku secara
mutatis mutandis dengan pemberian &af a Belas.

qc{]( lb.k’s- MC{ ‘.



BAB III
PEMBAYARAN

Pasal 5

(1) Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari
kerja sebelum tanggal Hari raya.

(2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) belum dapat dibayarkan maka Tunjangan
Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

(3) Besaran Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada
besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada

bulan Maret 2024.

(4) Gaji/Eketiga elas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dibayarkan paling cepat pada bulan Juni 2024.

(5) Dalam hal GajiKetigaZBelas sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) belum dapat dibayarkan maka Gaji Ketiga Belas
dapat dibayarkan setedah bulan Juni 2024.

(6) Besaran %aji,l%etiga/B’elas yang dibayarkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada besaran

komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei
2024.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga
belas dapat bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan

b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.feju~
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BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal

BUPATI DEMAK,
TTD

EIST'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,
TTD
AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024 NOMOR



BAB III
PEMBAYARAN

Pasal 5

(1) Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat
10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari raya.

(2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan
maka Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan
setelah tanggal Hari Raya.

(3) Besaran Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan
pada Dbesaran komponen penghasilan yang
dibayarkan pada Bulan Maret Tahun 2024.

C/(4\) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam
Mp, M~ Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada Bulan Juni
Tahun 2024.

(5) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) belum dapat dibayarkan
maka Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah
Bulan Juni Tahun 2024.

(6) Besaran Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan
pada besaran komponen penghasilan yang
dibayarkan pada Bulan Mei Tahun 2024.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji

ketigabelas dapat bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan

b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak
mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.



